
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.227, 2020  KESEHATAN. Penanggulangan Pandemi COVID-19. 

Pengadaan Vaksin. Pelaksanaan Vaksinasi. 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 99 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA 

 PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) telah dinyatakan oleh World Health Organization 

(WHO) sebagai global pandemic dan Pemerintah telah 

pula menetapkan bencana nonalam penyebaran 

COVID-19 sebagai bencana nasional; 

  b. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi 

COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, 

diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan 

Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-

19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah;  

  c. bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 

dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-

langkah luar biasa (extraordinary) dan pengaturan 

khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya;  

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan 

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

www.peraturan.go.id



2020, No.227 -2- 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN VAKSIN 

DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA 

PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 

2019 (COVID-19). 

 

Pasal 1 

(1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah 

melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 

dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. 

(2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan 

pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi: 

a. pengadaan Vaksin COVID-19; 

b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; 

c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan 

pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan 

d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, 

dan pemerintah daerah. 
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Pasal 2 

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin 

COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-19.  

(2) Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin 

COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan 

memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional. 

(3) Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan memberikan 

persetujuan penggunaan pada masa darurat 

(emergency use authorization) atau Izin Edar.  

(4) Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk Tahun 2020, Tahun 2021, 

dan Tahun 2022. 

(5) Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dapat 

memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 

dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

(6) Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di 

dalam negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan 

Vaksin COVID-19 dari dalam negeri. 

 

Pasal 3 

(1) Pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: 

a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan 

pendukung dan logistik yang diperlukan; dan 

b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik 

serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 
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(2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, 

kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, 

sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, 

cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah 

limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan 

cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. 

 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 

melalui: 

a. penugasan kepada badan usaha milik negara; 

b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; 

dan/atau 

c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional. 

(2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya 

terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan 

tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi     

COVID-19. 

 

Pasal 5 

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf a kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan 

oleh Menteri Kesehatan.  

(2) Jenis dan jumlah untuk pengadaan Vaksin COVID-19 

melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.  

(3) Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat 

melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) 

yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma 

Tbk. 

(4) PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan penugasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: 
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a. bekerjasama dengan badan usaha dan/atau 

lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri 

untuk pengadaan Vaksin COVID-19; dan 

b. menetapkan ketentuan kerjasama pelaksanaan 

pengadaan Vaksin COVID-19 dengan tetap 

memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika 

pengadaan. 

(5) Kerjasama PT Bio Farma (Persero) dengan pihak lain 

yang telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini 

diundangkan tetap berlaku dan dilanjutkan.  

 

Pasal 6 

(1) Penunjukan langsung badan usaha penyedia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 

dilakukan oleh Menteri Kesehatan. 

(2) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 

melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi badan usaha nasional atau badan usaha 

asing yang memenuhi persyaratan. 

(4) Persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) mencakup sertifikat mengenai cara 

pembuatan obat atau sertifikat cara distribusi obat 

yang baik sesuai bidang usaha badan usaha. 

(5) Persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

(6) Pelaksanaan penunjukan langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali 

diatur lain dalam Peraturan Presiden ini. 

 

Pasal 7 

(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c 

dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang 
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